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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami

dapat menyelesaikan Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2024. Forum Konsultasi Publik ini merupakan

salah satu unsur dari pelayanan publik baik pada instansi pemerintah pusat maupun

daerah.

Agar mampu memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat, maka

setiap Unit Pelayanan Publik harus memiliki dan mempedomani standar pelayanan.

Standar Pelayanan yang baik harus disusun melalui proses dan mekanisme

penyusunan yang baik pula, yaitu melalui Forum Konsultasi publik, dimana forum

tersebut melibatkan masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan agar pelayanan

yang diberikan selalu dapat diperbaiki dan menjadi lebih baik, sehingga pelayanan

prima dapat tercapai dan kedepannya layanan akan semakin baik pula.

Forum Konsultasi Publik bertujuan untuk memperoleh pemahaman hingga

solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain pembahasan

rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh

penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, sehingga

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggungjawab

penyelenggaraan negara laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan

dalam rangka penyempurnaan.
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting dan 

merupakan agenda kewajiban terbesar bagi negara. Membangun kepercayaan 

masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan, penyelenggara pelayanan publik 

dalam hal ini Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan meyakini 

bahwa yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh 

masyarakat yaitu peningkatan pelayanan publik. Pelayanan publik berdasarkan 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap 

warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan publik trative  

yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan publik. 

Lebih lanjut lagi Aparatur Sipil Negara sebagai abdi negara dan abdi 

masyarakat memiliki peran penting dalam menyediakan pelayanan publik yang baik 

dan prima bagi masyarakat. Selain itu salah satu hal yang dibahas dalam UU No. 

25 Tahun 2009 yaitu tentang peran serta masyarakat, peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan 

sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Peran serta masyarakat 

tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban 

masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. 

Kemudian, mengenai pelaksanaannya secara khusus diatur juga dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggara pelayanan publik 

wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

sebagai upaya membangun publik penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, 

transparan, dan akuntabel. Lebih rinci lagi, pengikutsertaan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik mencakup keseluruhan proses 

penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi: 

a. penyusunan kebijakan pelayanan publik; 

b. penyusunan standar pelayanan; 
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c. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan 

d. pemberian penghargaan. 

 Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat 

dilakukan secara perorangan, perwakilan kelompok pengguna pelayanan perwakilan 

kelompok pemerhati maupun perwakilan bahan publik yang mempunyai kepedulian 

terhadap pelayanan publik. Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik sebagaimana disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, 

laporan, dan/atau pengaduan kepada penyelenggara dan atasan langsung 

penyelenggara pelayanan publik serta pihak terkait sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan atau melalui media massa. Penyelenggara pelayanan 

publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tindak lanjut 

penyelesaian masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan. Berkaitan dengan 

hal tersebut, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 

ini telah melakukan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan seluruh karyawan 

dan karyawati Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan, perwakilan 

pengguna layanan serta mitra layanan. 

 

1.2. Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan 

1) Membahas rancangan, penerapan dan evaluasi kebijakan serta 

permasalahan; 

2) Mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan; 

3) Menyatukan pandangan dalam rangka menyelesaikan masalah yang 

sering dihadapi. 

b. Manfaat 

 Manfaat bagi penyelenggara pelayanan publik, antara lain : 

1) Memperoleh masukan dari masyarakat terhadap kebijakan yang akan 

ditetapkan; 

2) Memperoleh bahan masukan dari masyarakat dalam rangka perumusan 

dan perbaikan kebijakan; 

3) Mengajak dan mendidik masyarakat sebagai pengguna layanan untuk 

mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara; 

4) Mengajak dan mendidik masyarakat untuk turut serta dalam rangka 
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pengawasan pelaksanaan kebijakan; 

5) Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk 

mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan 

layanan kepada masyarakat; 

6)  Memperoleh masukan dari masyarakat tentang dampa kebijakan 

Manfaat bagi masyarakat, antara lain : 

1) Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-

Undang Pelayanan Publik; 

2) Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau 

sudah ditetapkan penyelenggara layanan; 

3) Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan; 

4) Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan 

penyelenggara layanan; 

5) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

 

1.3. Ruang Lingkup 

a. Penyusunan Standar Pelayanan 

 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan telah menyusun 

dan menetapkan Standar Pelayanan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas 

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Nomor: B/000.8.3.2/10/ 

DISNAKKAN/2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Peternakan 

dan Perikanan Kabupaten Grobogan pada tanggal 18 November 2024, Jenis 

Pelayanan yang tersedia diantaranya Pelayanan Kesehatan Hewan, Pelayanan 

Rumah Potong Hewan, Pelayanan Inseminasi Buatan, Pelayanan Penyedia 

Benih/Bibit Ikan, Pelayanan Rekomendasi Perizinan Toko Obat Hewan dan Pakan 

Hewan, Pelayanan Rekomendasi Perizinan Usaha Peternakan, Pelayanan 

Rekomendasi Perizinan Toko dan Usaha Penjualan Daging, Rekomendasi Perizinan 

Rumah Potong Hewan Ruminansia, Rekomendasi Perizinan Rumah Potong Unggas 

serta Pelayanan Rekomendasi Perizinan Praktik Dokter Hewan. 

b. Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten 

Grobogan 
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BAB II. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 

2.1. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan 

a. Waktu :  Senin, 4 November 2024 
b. Tempat :  Aula Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten  

    Grobogan, Jalan Ahmad Yani No. 118 Purwodadi. 

 
2.2. Penyelenggara dan Peserta FKP 

a. Penyelenggara : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten 
Grobogan 

b. Peserta FKP :  180 orang 

Daftar undangan dihadiri oleh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan karyawan 

karyawati Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan, Penggunan 

Layanan serta Mitra Layanan. 

 
2.3. Metode Pelaksanaan FKP 

Metode penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Dinas Peternakan dan 

Perikanan Kabupaten Grobogan dilaksanakan secara tatap muka dan diskusi 

aktif, dimana penyelenggara sebagai narasumber memaparkan materi dan 

peserta menanggapi serta menyampaikan saran dan kritik dengan dipandu 

moderator. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 

antara lain : 

a. Penyelenggara layanan; 

b. Pengguna layanan; 

c. Mitra Layanan. 

Dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini diselenggarakan sesuai 

alur sebagai berikut : 

a. Pra Pelaksanaan 

1) Pembentukan tim bersama persiapan pelaksanaan FKP; 

2) Merumuskan konsep kegiatan (target/sasaran, jumlah peserta, susunan 

acara); 

3) Mengumpulkan data dan informasi untuk menentukan tema atau isu 

permasalahan. 
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b. Pelaksanaan 
 

1) Tim FKP bersikap independen/ netral dalam proses diskusi; 

2) Proses diskusi dilaksanakan secara 2 arah (dialog) dengan maksud untuk 

mendapatkan masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan 

rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan; 

3) Pembahasan dan susunan acara FKP berfokus pada pemecahan masalah 

dari tema atau isu tertentu; 

4) Pelaksanaan FKP di akhiri dengan penandatanganan berita acara berupa 

komitmen atau tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara 

pelayanan dan masyarakat. 

c. Pasca pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi 
 

1. Hasil keputusan bersama secara terbuka diketahui seluruh peserta FKP; 

2. Dilakukan survey kepuasan masyarakat kepada publik terhadap hasil tindak 

lanjut permasalahan yang disampaikan dalam FKP; 

3. Kepala Dinas memantau komitmen perbaikan; 

4. Dilakukan pengawasan oleh masyarakat selaku peserta FKP; 

5. Monitoring dan evaluasi oleh Bupati Grobogan selaku Pembina 

penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Grobogan; 

6. Tindak lanjut hasil FKP di laporkan kepada Menteri PAN-RB. 
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2.4. Susunan Acara FKP 

 
Hari/ Tanggal Waktu Kegiatan Keterangan 

Senin, 4 09.00-09.30 Registrasi Peserta Panitia 

 November 2024 09.30-09.35 Pembukaan Pembawa 

   Acara 

 09.35-10.00 Sambutan Kepala Dinas Kepala Dinas 

  Peternakan dan Perikanan  

  Kabupaten Grobogan  

 10.00-10.05 Pengenalan  Moderator Pembawa 

   Acara 

 10.05-10.40 Paparan/ pembahasan Kepala Dinas 

  materi FKP  

 10.40-11.30 Diskusi dan Tanya Jawab Moderator 

 11.30-11.45 Penyusunan Rencana Moderator 

  Tindak Lanjut  

 11.45-11.55 Penandatanganan Moderator 

  komitmen dan Tindak Lanjut  

  Hasil FKP oleh Unit  

  Penyelenggara Pelayanan  

  Publik  

 11.55-12.00 Penutupan Pembawa 

   Acara 
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BAB III. HASIL PELAKSANAAN FKP 

3.1. Identifikasi Masalah 

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan sebagai salah satu upaya 

menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Forum Konsultasi Publik guna peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di 

lingkup Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan. Dalam 

penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Dinas Peternakan dan Perikanan 

Kabupaten Grobogan Tahun 2024 berdasarkan masukan dari peserta Forum 

Konsultasi Publik dengan permasalahan peninjauan standar pelayanan perlu 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu terdapat beberapa masalah 

yang teridentifikasi melalui diskusi dua arah (dialog), sebagai berikut : 

1) Reviu Standar Pelayanan yang telah ditetapkan apakah masih relevan untuk di 

laksanakan atau perlu penyesuaian? 

2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan belum sesuai dengan Standar Pelayanan. 

3) Perlu adanya inovasi pelayanan atau tidak? 
 

3.2. Analisis 

Masyarakat saat ini semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai 

penerima layanan. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dituntut 

untuk bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat selaku penyedia 

layanan. Akses pelayanan yang mudah dan cepat sangat diharapkan oleh 

masyarakat, untuk itu berbagai inovasi pelayanan telah diciptakan untuk memenuhi 

harapan masyarakat. 

Kabupaten Grobogan dengan luas wilayah menempati urutan kedua terluas 

se-Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa dengan 

populasi ternak mencapai 15.000 ekor. Tentunya terdapat berbagai macam 

permasalahan dalam pelayanan. Untuk itu melalui Forum Konsultasi Publik yang 

melibatkan seluruh karyawan karyawati diharapkan memperoleh masukan, kritik 

dan saran yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan 
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layanan di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan. 

Berdasarkan Analisis masalah diatas bahwa ruang lingkup Forum Konsultasi 

Publik Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dapat dilakukan 

analisis untuk menindaklanjuti masukan, aspirasi dan keluhan masyarakat antara 

lain:  

1. Standar Pelayanan yang telah ditetapkan apakah masih relevan untuk di 

laksanakan atau perlu penyesuaian. 

Berdasarkan FKP yang telah dilaksanakan Standar Pelayanan yang telah 

ditetapkan perlu adanya perubahan diantaranya terdapat beberapa Standar 

Pelayanan yang perlu untuk ditegaskan lagi dalam pelaksanaannya. Jenis 

Pelayanan yang tersedia diantaranya Pelayanan Kesehatan Hewan, Pelayanan 

Rumah Potong Hewan, Pelayanan Inseminasi Buatan, Pelayanan Penyedia 

Benih/Bibit Ikan, Pelayanan Rekomendasi Perizinan Toko Obat Hewan dan Pakan 

Hewan, Pelayanan Rekomendasi Perizinan Usaha Peternakan, Pelayanan 

Rekomendasi Perizinan Toko dan Usaha Penjualan Daging, Rekomendasi 

Perizinan Rumah Potong Hewan Ruminansia, Rekomendasi Perizinan Rumah 

Potong Unggas serta Pelayanan Rekomendasi Perizinan Praktek Dokter Hewan. 

Menghapus klausul Pelayanan di Masa Pandemi.  

Standar pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 

kewajiban dan tanggungjawab penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam 

memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 

Untuk itu Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan selalu berupaya 

untuk melakukan perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan dan melakukan 

terobosan dengan menciptakan inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat.  

2. Jangka waktu penyelesaian pelayanan belum sesuai dengan Standar 

Pelayanan. 

Permasalahan yang seringkali dikeluhkan oleh masyarakat selaku pengguna 

layanan adalah lamanya menunggu waktu layanan, bahkan tidak bisa ditunggu pada 

hari itu juga. Dapat dijelaskan terkait dengan jangka waktu penyelesaian di Standar 

Pelayanan 1 (satu) hari akan tetapi ada layanan yang melebihi dari 1 (satu) hari, 

hal ini karena ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi terlebih dahulu. 
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3 .  Perlu adanya inovasi pelayanan atau tidak? 

Inovasi dalam pelayanan perlu diterapkan dengan pertimbangan bahwa dengan 

menerapkan inovasi dalam sistem pelayanan publik pemerintah dapat lebih siap 

menghadapi perubahan dan tantangan di masa mendatang. Mengikuti perkembangan 

terkini tidak hanya mendukung kinerja pelayanan publik tetapi juga memungkinkan 

adanya penyesuaian dengan kebutuhan yang berubah.  Meningkatkan kualitas, 

efisiensi, dan aksesibilitas layanan, Memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin 

menuntut layanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif, Membangun citra 

pemerintah yang baik di mata masyarakat, Memastikan pemerintah dapat terus 

mengembangkan pelayanan publik agar relevan dengan kebutuhan masyarakat, 

Mencegah pemerintah kehilangan kepercayaan masyarakat karena tidak dapat 

menjawab kebutuhannya. Inovasi dalam pelayanan publik dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, seperti: Menggunakan teknologi, Mengimplementasikan ide-ide kreatif, 

Menjalin kolaborasi antara berbagai pihak, Membudayakan semangat one agency one 

innovation (satu instansi satu inovasi). Inovasi yang lahir dari keterlibatan masyarakat 

akan lebih tepat dan sesuai dengan keinginan masyarakat.  

 
3.3. Rencana Aksi 

Publikasi standar pelayanan melalui media cetak/baliho, website, media 

sosial dan aplikasi SIPP. Sosialisasi standar pelayanan pada fasilitas publik seperti 

pertemuan ibu-ibu PKK di Desa atau Kelurahan, pertemuan Kelompok Tani Ternak, 

di pasar hewan serta acara kedaerahan lainnya. 
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BAB IV PENUTUP 

4.1. KESIMPULAN 

Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan 

Perikanan Kabupaten Grobogan pada hari Senin Tanggal 4 November 2024 

dilaksanakan secara offline dengan tema Peningkatan Pelayanan Publik Dinas 

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan merupakan kegiatan dialog, 

diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik 

dengan publik itu sendiri. Forum Konsultasi Publik ini merupakan upaya percepatan 

peningkatan kualitas pelayanan publik agar terbangun sistem penyelenggara 

pelayanan publik yang adil transparan dan akuntabel. 

Dari hasil FKP dapat disimpulkan hal-hal diantaranya Hasil pelaksanaan 

Forum Konsultasi Publik ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan 

kebijakan, sehingga dapat meningktakan kualitas pelayanan publik, dengan 

pelaksanaan FKP ini sebagai acuan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap 

standar pelayanan, sebagai acuan untuk evaluasi pelaksanaan inovasi pelayanan 

yang sudah berjalan agar semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya, sebagai 

acuan dalam memenuhi harapan masyarakat terhadap kualitas layanan Dinas 

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan serta diharapkan partisipasi, kritik 

dan saran dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. 

 
 

4.2. SARAN  

Berdasarkan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, kami sampaikan 

saran/usulan perbaikan yaitu Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dirasa sangat 

bermanfaat, Standar Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten 

Grobogan sudah mencakup semua aspek yang diperlukan oleh masyarakat serta 

pelayanan di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan sudah baik dan 

perlu ditingkatkan lagi untuk kemudahan akses bagi masyarakat. 
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Lampiran I. Surat Undangan 
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PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Jalan A. Yani No.l18 Telp./ Fax. No. (0292) 421079
Puruvodadi - Grobogan 581 11

Laman disnakkan. ro an. o.id, Pos-el disnakkan robogan.go.id

BERTTA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBUK (FKp)
PENINGKATAN KUALTTAS PELAYANAN PUBLIK

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GROBOGAN

Pada hari ini, senin 4 November 2024, telah dilaksanakan Forum Konsultasi publik (FKp)

Penyusunan standar Pelayanan dan Permasalahan pelayanan Dinas peternakan dan

Perikanan Kabupaten Grobogan, Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama

menyatakan sebagai berikut :

No ldentifikasi Masalahan Usulan Rekomendasi Perbaikan Jangka Waktu
Penyelesaian

1 Reviu Standar
Pelayanan yang telah
ditetapkan apakah
masih relevan untuk di
laksanakan atau perlu
penyesuaian ?

Perbaikan Standar Pelayanan
disesuaikan dengan hasil
diskusi. Menghapus klausul
Pelayanan di Masa Pandemi.

2 bulan

2 Jangka waktu
penyelesaian pelayanan
belum sesuai dengan
Standar Pelayanan.

Melaksanakan deteksi musim
pelayanan dan pembagian tugas

Mengevaluasi kerja petugas
pelayanan dan memaksimalkan
fungsi kontrol internal (manager
on duty\

3 Perlu adanya inovasi
pelayanan atau tidak?

Melaksanakan koordinasi dan
kerjasama dengan pihak terkait
agar inovasi-inovasi dapat
dijalankan dengan baik dan
member kemanfaatan dan
kemudahan kepada masyarakat
yang membutuhkan.

2 bulan

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima ldentifikasi masalah, usulan

rekomendasi, jangka waKu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan

tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholderyang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi

progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan

sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati

bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Purwodadi, 4 November 2024

1 bulan



No Nama NO HP Jenis
Kelamin

(UP)

Tanda
Tangan

1 Amin Nur Hatta, S.Sos. 0811286514 L Kepala Dinas
Peternakan
dan Perikanan
Kab. Grobogan

flttl,tl

2 Wahyuni, S.E., M.M, 087737722574 Sekretaris
Dinas
Peternakan
dan Perikanan
Kab. Grobogan

3 Untung Subagiyo, S.ft. 081325588397 L Kepala Sub
Bagian Umum
Dinas
Peternakan
dan Perikanan
Kab, Grobogan

4 Restu Amara, S.Kom. 082133194125 P Pranata
Komputer
Dinas
Peternakan
dan Perikanan
Kab. Grobogan

5 Isdiyanto, S.M. 081283644467 L Analis Tata
Usaha Dinas
Peternakan
dan Perikanan
Kab. Grobogan

6 Puji Haryono, A,Md. 0852907s1895 L Arsiparis Dinas
Peternakan
dan Perikanan
Kab. Grobogan

(\,

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
n Grobogan

a S.Sosr

Sekretaris
Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Grobogan

Wa ni, S.E.. M.M.
Pembina Tingkat I

NrP. 1 9670614 1992032002
NrP. 1 96912231990031001

Perwakilan

P

r

E
J

G

I

Utama Muda

sV
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Lampiran III. Salinan Daftar Hadir 

 

 

 

 



18 
 

 

 



19 
 

 



20 
 

 



21 
 

 

Lampiran IV. Dokumentasi Kegiatan 
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